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PENETAPAN
Nomor 422/Pdt.P/2024/PA.Gs
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan
penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 30 Juni 1960, agama Islam,
pekerjaan Kuli batu, Pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun
Bringkang, Rt 02, Rw 01, Desa Bringkang, Kecamatan
Menganti, Kabupaten Gresik, sebagai Pemohon |;

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 18 Juni 1966, agama Islam,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMP, tempat
kediaman di Dusun Bringkang, Rt 02, Rw 01, Desa Bringkang,
Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik; sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05
November 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang
terdaftar  di kepaniteraan Pengadilan  Agama  Gresik, Nomor
422/Pdt.P/2024/PA.Gs tanggal 05 November 2024 dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara sah pada tanggal 19
Mei 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, sebagaimana kutipan akta nikah
Nomor : 74/06/V/2003 tanggal 19 Mei 2003;
2. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para
Pemohon:
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Nama Anak Pemohon, lahir di Gresik, 19 Juni 2006 (umur 18 tahun 4
bulan), NIK 3578315906060003, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan
Belum bekerja, status Perawan, alamat di Dusun Bringkang, RT 02, RW 01,
Desa Bringkang, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik;

dengan calon suaminya:

Nama Calon suami anak Pemohon, lahir di Surabaya, 1 September 1994
(umur 30 tahun 2 bulan), NIK 3515100109940001, agama Islam,
pendidikan S1, pekerjaan Swasta (Karyawan CIMB Niaga), status Jejaka,
alamat di Perumahan Pondok Menganti Indah Blok V No.6, RT 015, RW 06,
Desa Boteng, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik;

3. Bahwa maksud para Pemohon yang akan menikahkan anaknya
tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Nomor: B-
378/KUA.13.19.15/PW.01/10/2024 tanggal 31 Oktober 2024 oleh karena
saat ini anak para Pemohon (calon istri) baru berumur 18 tahun 4 bulan;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinanan tersebut
baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-
undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para
Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun perkawinan / pernikahan
tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya telah
cukup lama saling mengenal dan keduanya saling mencintai sejak 5 (lima)
bulan lamanya, sehingga membuat para Pemohon sangat khawatir akan
terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak
segera dinikahkan;

6. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut
tidak ada hubungan mahram, baik karena nasab maupun susuan, serta
tidak ada halanagan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut syariat
Islam maupun peraturan perundang-undangan;

7. Bahwa anak para Pemohon telah akil balig dan sudah siap untuk
menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon
suaminya telah akil balig dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami
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dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Swasta (Karyawan
CIMB Niaga) dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 12.000.000 (dua
belas juta rupiah);

8. Bahwa calon suami dan keluarganya telah melamar anak para
Pemohon tersebut, para Pemohon dan orang tua calon suami (calon
besan) telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak
ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut
dan anak para Pemohon dengan calon suaminya telah siap untuk menikah
dan membentuk rumah tangga yang rukun dan bahagia lahir dan batin;

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang
timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon Dispensasi Kawin
para Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik Cg. Hakim yang
menyidangkan perkara ini agar berkenan segera memanggil para Pemohon
dan calon suami anak para Pemohon memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama (Anak
Pemohon) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (Calon suami
anak Pemohon);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 21 November
2024 dan tanggal 28 November 2024 Para Pemohon tidak pernah datang ke
muka persidangan meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi
dan patut, dan tidak ternyata tidak hadirnya disebabkan oleh sesuatu alasan

yang sabh;

Hal 3 dari 6 hal, Pen. No. 422/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Para Pemohon yang
mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Gresik, serta
permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon
yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal
49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini
termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi
kewenangan Pengadilan Agama Gresik untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 21 November 2024 dan
tanggal 28 November 2024 Para Pemohon tidak pernah datang lagi ke muka
persidangan meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan
patut, dan tidak ternyata tidak hadirnya disebabkan oleh sesuatu alasan yang
sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 124 HIR disebutkan Jika Para
Pemohon tidak datang menghadap di pengadilan pada hari yang ditentukan
meski ia dipanggil dengan patut atau tidak juga menyuruh orang lain
mewakilinya, maka gugatannya dianggap gugur dan Para Pemohon dihukum
biaya perkara;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pendapat Ulama Figih dalam

kitab Ahkamul Qur'an juz 2 halaman 405, yang berbunyi :

PorgtLe . . . | ' e i

L= L

Artinya : "Barang siapa yang telah dipanggil oleh Pengadilan Agama dengan
patut tidak menghadap, maka termasuk dholim dan gugur haknya

untuk berperkara';
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Para Pemohon
yang tidak hadir telah ternyata tidaklah bersungguh-sungguh dalam beperkara,
sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan tersebut di atas,
permohonan Para Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum

lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN
1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon yang hingga
kini dihitung sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 27
November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1446
Hijriyah, oleh kami JAFAR M. NASER, S.H.l., M.H. sebagai Hakim, penetapan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Hakim tersebut dengan dibantu oleh AKHMAD QOMARUL HUDA, S.H., M.H.

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

JAFAR M. NASER, S.H.l.,, M.H.
Panitera Pengganti,

AKHMAD QOMARUL HUDA, S.H., M.H.
Perincian biaya :

Pendaftaran Rp 30.000,00
Proses Rp 100.000,00
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Panggilan Rp 20.000,00
PNBP Rp 30.000,00
Biaya Sumpah Rp 100.000,00
Redaksi Rp 10.000,00
Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 200.000,00
(dua ratus ribu rupiah)
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